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ABSTRAK

STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PASAR
TRADISIONAL DI PANGKALAN BRANDAN

TEDISYAH
1703100035

Kondisi pasar tradisional di Pangkalan Brandan semakin memprihatinkan.
Pasar tradisional ini terlihat kumuh yang disebabkan oleh para pedagang yang
berjualan di sembarang tempat dan juga dipinggiran jalan bahkan sebagian besar
pedagang menutup badan jalan sehingga sulit dilalui oleh para pengguna jalan.
Masalah tersebut dikarenakan penataan yang dilakukan oleh pemerintah belum
optimal. Berkaitan dengan penataan pasar tradisional pengawasan yang dilakukan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya
tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian
ini adalah bagaimana Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja
dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan.Tujuan penelitian yaitu
untuk mengetahui Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja
dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif,
data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai
dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan diperoleh melalui wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, menunjukkan bahwa
pengawasan yang dilakuakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar
sudah berjalan namun belum optimal, karena masih terdapat permasalahan seperti
kurangnya sosialisasi, pedagang yang sulit diatur dan kurangnya personil ketika
melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

Kata Kunci: Pengawasan, Penataan, Pasar Tradisional
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar Tradisional Pangkalan Brandan merupakan salah satu pasar tradisional
yang ada di Kabupaten Langkat tepatnya di Jalan Wahidin, Pangkalan
Brandan.Pasar ini dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam lima
tahun terakhir ini khususnya kondisi pasar tradisional di Pangkalan Brandan
semakin memprihatinkan. Selain masalah sampah yang menumpuk sehingga pasar
menimbulkan bau tak sedap, pasar tradisional ini juga terlihat kumuh yang
disebabkan oleh para pedagang yang berjualan di sembarang tempat dan juga
dipinggiran jalan bahkan sebagian besar pedagang menutup badan jalan sehingga
sulit dilalui oleh para pengguna jalan. Demikian hal tersebut dikarenakan penataan

yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal.

Berkaitan dengan penataan pasar tradisional pengawasan yang dilakukan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya
tujuan yang telah ditetapkan. Didalam penataan pasar tradisional adapun
pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah dalam bentuk
pengawasan langsung. Didalam penataannya pengawasan langsung yang dilakukan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah untuk melihat kondisi apakah sudah sesuai
yang telah ditetapkan atau tidak. Dengan demikian aparat Satuan polisi Pamong
praja menjamin kepastian pelaksanaan Peraturan Daerah khususnya didalam

penataan pasar tradisional dan upaya penegakannya di tengah-tengah masyarakat.



Dalam melakukan pengawasan langsung di pasar tradisional tersebut
seringkali satuan Polisi Pamong Praja tidak berhasil didalam menjalankan tugasnya
karena jumlah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja lebih sedikit dibandingkan
pedagang yang berjualan sembarang tempat di pasar tradisional tersebut. Aparat
Satuan Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi kendala ketika berurusan
dengan para pedagang. Adapun kendalanya yaitu pedagang engggan untuk
ditertibkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan tetap bersikeras berjualan
di tempat yang sudah dilarang, sehingga terjadilah konflik antara Satuan Polisi
Pamong Praja dengan pedagang maupun masyarakat yang memiliki kepentingan

tertentu.

Agar pasar tradisional menjadi lebih baik maka perlu adanya peraturan
yang mengatur tentang penataan pasar tradisional. Didalam Peraturan Daerah
Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan dan
Pengendalian Pasar maka dalam upaya pelestarian pasar tradisional Pemerintah
Daerah melakukan penataan Pasar Tradisional sehingga Pasar Tradisional terbebas
dari kesah kumuh, tidak sehat dan tidak teratur. Dalam melakukan penataan
pemerintah dapat melibatkan pihak lain dengan pola saling menguntungkan, bebas
dan bersifat tidak mengikat. Jadi didalam melakukan penataan harus sesuai dengan
standar yang telah ditetakan yaitu pasar tradisional harus terbebas dari kesan

kumubh, tidak sehat dan tidak teratur.

Didalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2015 disebutkan
bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP sebagai

Aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan dan penyelenggaraan



ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah
dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram tertib dan teratur.
Didalam rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, salah satu tugas dari
Satuan Polisi Pamong Praja ialah pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur atau
Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah , Peraturan Bupati

dan Keputusan Bupati.

Berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakannya
penataaan pasar tradisional di Pangkalan Brandan dengan cara menertibkan
Pedagang Kaki Lima yang berjualan disembarang tempat sehingga mengganggu
ketentraman dan ketertiban. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja terutama dilapangan
ialah sebagai pembantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan
penyelengaraan ketentraman dan ketertiban.Didalam penyelenggraan ketentraman
dan ketertibanSatuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk bisa menciptakan kondisi
ketentraman dan ketertiban yang terkendali. Namun tak jarang saat Satuan Polisi
Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam hal ketentraman dan ketertiban
khususnya didalam penataan pasar tradisional, pedagang di pasar tersebut enggan
mendengar perintah dari Satuan Polisi Pamong Praja dan kembali berjualan
disembarang tempat sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dinilai tidak bisa

menciptakan ketentraman dan ketertiban tersebut.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan tersebut, maka

penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul Strategi Pengawasan



Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di

Pangkalan Brandan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan peneliti dapat merumuskan
masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Strategi Pengawasan Langsung
Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di

PangkalanBrandan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah terssebut, maka peneliti
menetapkan tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui Strategi
Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar

Tradisional di Pangkalan Brandan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi
tambahan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran serta suatu
alternatif untuk melakukan pembenahan terhadap upaya penataan Pasar
Tradisional

b. Secara teoritis, terkait dengan kontribusi tertentu dalam penyelenggaraan
penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dunia

akademis, khusunya didalam ilmu administrasi publik.



c. Secara akademis, dalam penelitian ini adalah sebagai referensi untuk
peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar

penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan ini adalah sebagia berikut

BAB | : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah,
pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika

penulisan.

BAB II: URAIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang strategi, pengawasan, Satuan Polisi Pamong

Praja, Penataan, dan Pasar Tradisional

BAB Il : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, narasumber/informan, defenisi
konsep, kerangka Konsep kategorisasi, teknik pengumpulan data teknik

analisis data, dan lokasi waktu penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga

peneliti dapat memberikan interpensi atas permasalahan yang diteliti

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari semua hasil

penelitian



BAB Il

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Strategi

Menurut Syafi’i (2001:153), strategi berasal dari kata Yunani strategos yang
berarti jenderal. Oleh karena itu strategi secara harfiah berarti seni dan jenderal.
Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak
organiasi. Secara khusus strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan
sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan
kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya

secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran uatam organisasi akan tercapai.

Menurut Cameroon dan Quinn (1999:10), mendefenisikan strategi adalah
suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-
kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu bentuk

yang unik dan dapat bertahan.

Menurut Siagian (2016:29), strategi adalah serangkaian keputusan dan
tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan
diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian

tujuan organisasi tersebut.

Menurut Umar (2008:31), strategi didefenisikan sebagai suatu proses

penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka



panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar

tujuan tersebut dapat tercapai.

Menurut Rangkuti (2013:183), strategi adalah perencanaan induk yang
komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua
tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Selanjutnya menurut Pearce Il dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana
berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi

persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Marrus (2002:31), strategi didefenisikan sebagai suatu proses
penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka
panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar

tujuan tersebut dapat tercapai.

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah sebuah peremcanaan didalam
organisasi disertai dengan penyusunan cara dan adanya tindakan atau upaya

bagaimana agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

2.1.1 Peranan Strategi

Didalam lingkungan perusahaan maupun organisasi, strategi memiliki
peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan , dikarenakan strategi
memberikan arah tindakan, dan bagainana tindakan itu dilakukan demi mencapai
tujuan yang diinginkan. Menurut Grant (1999:21), strategi memiliki peranan

penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu:



a. strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan strategi sebagai
suatu elemen untuk mencapai tujuan sukses. Strategi merupakan suatu
bentuk atau tema yang meberikan kesatuan hubungan antara keputusan
keputusan yang akan diambil oleh individu atau organisasi.

b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi salah satu peranan
penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk
memberikan kesamaan arah bagi perusahaan

c. Strategi sebagai target konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan
visi untuk menentukan dimana perusahaan berada dalam masa yang akan
datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah
bagi penyusunan strategi tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi
perusahaan. Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai sebuah

target perusahaan

2.1.2 Proses Manajemen Strategi

Menurut David (2011:6), bahwa proses manajemen strategi terdiri dari tiga

tahapan yaitu:

a. Perumusan Strategi

perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang
mencakup menegembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang
eksternal organiasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan
internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi

alternative dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.
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b. Implementasi Strategi

Implementasi adalah tahap selanjutnya setelah perumusan strategi yang
ditetapkan.Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak
yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan
tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan
sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan.Pada
tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya,
merencanakan struktur organisasi yang efektif mengatur ulang usaha
pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan
utilasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan

terhadap Kierja organisasi.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi.Manajer
sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekeja dengan
baik.Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi
strategi. Dalam penelitian strategi terdapat tiga aktivitas penilaian yang
mendasar yaitu: peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang
menjadi landasan bagi strategi saat ini, pengukuran Kinerja dan pengambilan
tindakan korektif. Penilaian strategi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan
karena stratefi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil untuk dimasa

yang akan datang
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2.2.  Pengertian Perencanaan

Menurut Siagian, (1994:108), perencanaan adalah keseluruhan proses
pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang dikerjakan di masa

yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson dalam Irfan Islamy (2000:17), kebijakan adalah
serangkaian tindakan yang mempuyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan

oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Menurut Wahab (2005:15), kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang
mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang

saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

2.4 Pengertian Pengawasan

Menurut Siagian (2004:40), mengawasi berarti mengamati dan memantau
dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional
di lapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan
operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam
pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program

yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Efendi (2014:138), mendefinisikan bahwa pengawassan

merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun kegiatan
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pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan maka pekerjaan itu tidak dapat

dikatakan berhasil.

Menurut Admosudirjo dalam Febriani (2005:11), mendefefnisikan bahwa
pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau
mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma,

standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut  Terry (2006:395), mengartikan penagawasan sebagai
mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi
kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil

pekerjaan sesuai dengan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Winardi (2000:585), mendefnisikan pengawasan adalah semua
aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa
hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut
Komaruddin (1994:104), pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan
antara pelaksana aktuall rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap

penyimpangan dan rencana yang berarti.

Dari pengertian yang telah dikemukan oleh beberapa ahli tersebut maka
peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau
mengukur Kkinerja dengan standar disertai dengan menerapkan tindakan korektif

sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan.
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2.4.1 Proses Pengawasan

Tahap- tahap dalam proses pengawasan menurut Manullang (2012:91), terdiri

dari lima tahap atau langkah. Adapun tahapa- tahapannya sebagai berikut:

a. Penetapan Standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksaan,
standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat
digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil, tujuan, sasaran, kuota dan

target pelaksanaan.

b. Penentuan Pengukuran Pelaksaan Kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara
untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu tahap kedua
dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan

secara tepat.

c. Penentuan Pelaksanaan Kegiatan

Setelah frekuensi dan monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan
dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada
berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu sebagai
berikut: pengamatan (observasi), laporan-laporan baik lisan maupun tulisan,
metode-metode otomatis dan inspeksi, pengujian atau dengan pengambilan
sampel. Banyak perusahaan sekarang mempergunakan pemeriksaan internal

auditor sebagai pelaksana pengukuran.
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d. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tahap Kritis dari psoses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan
nyata dengan pelaksaan yang direncanakan atau standar yang telah

ditetapkan.

e. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan

Apabila hasil analisa menunjukan tindakan koreksi tindakan ini harus
diambil.Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk.Standar

mungkin diubah, pelaksaan diperbaiki, atau keduanay dilakukan bersamaan.

Menurut Manullang (2008:184), mengatakan ada beberapa proses

pengawasan :

1. Menetapkan alat pengukur

Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka seorang
pimpinan harus mempunyai standar dalam mengukur evaluasi kinerja
bawahan.Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan
melkasanakan pekerjaannya. Alat penilaian standar bagi hasil pekerjaan pada
umumnya terdapat baik rencana kesekuruhan maupun rencana bagian, dengan kata
lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan

pekerjaa.

2. Mengadakan penilaian
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Untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi
sangat penting dalam proses pengawasan dengan menilai atau mengevaluasi
dimaksud dapat mebandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur yang

sudah ditentukan sebelumnya.

3. mengadakan tindakan perbaikan atau koreksi

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama harus
dianalisa penyebab terjadinya perbedaan, bila pimpinan sudah dapat menetapkan
dengan pasti penyebab terjadinya pentimpangan barulah diambil tindakan

perbaikan.

2.4.2 Fungsi Pengawasan

Menurut Juliana (2008:72), fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai
faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang
diperlukan agar tujuan dapat tercapaii. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan

apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Ernie dan Saefulah (2005:12), fungsi pengawasan adalah sebagai

berikut:

a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai
indikator yang telah ditetapkan
b. Mengambil langkah Klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang

mungkin ditemukan
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c. Melakukan brbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait

dengan pencapaian tujuan perusahaan

Fungsi pengawasan menurut Maringan (2004:62), fungsi pengawasan yaitu

a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas
dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.

b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan prosedur yang telah ditentukan

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian
dan kelemahan, dan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan.
Menurut Siagian (2003:261), mengemukakan bahwa manfaat
terpenting daari pengawasan yaitu :

a. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata
dalam mana organisasi berada.

b. Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi
rencana dengan efisien dan efektif

c. Adanya pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan
kesulitan dalam penyelenggaraann berbagai kegiatan operasional.

d. Mengetahui langkah-langkah apa saja yang diambil untuk menhargai
Kinerja yang memuaskan

e. Dapat melakukan tindakan prevemtif apa saja yang dapat dilakukan

agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.



17

2.4.3 Prinsip-Prinsip Pengawasan

Agar fungsi pengawasan bisa mencapai hasil yang diharapakan maka pimpinan
di dalam organisasi atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasan

harus mengetahui dan menerapkan prinsip prinsip pengawasan.

Menurut Silalahi (1992:178), adapun prinsip-prinsip pengawasan yaitu :

a. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan

pelaksaan kegiatan pekerjaan.

b. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisi data tentang

pelaksanaan pekerjaan secara objektif.

c. Pengawasan bukan semata mata untuk mencari kesalahan tetapi juga

menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

d. Pengawasan harus member bimbingan dan mengarahkan untuk

mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan.

e. Pengawasan tidak menghambat pekerjaan tetapi harus menciptakan

efisiensi.

f.  Pengawasan harus fleksibel.

g. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah

ditetapkan.

h. Pengawasan harus diilakukan pada tempat strategis atau kegiatan yang

sangat menentukan.
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i. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan

perbaikan .

2.4.4 Tujuan Pengawasan

Menurut Sule dan Kurniawan (2005:327), tujuan utama dari pengawasan
adalah mengusahakan agar apa yang direncakan menjadi kenyataan, untuk dapat
benar benar merealisasi tujuan tersebut maka pengawasan tersebut memiliki tujuan

sebagai beriku yaitu :

a. Agar pelaksanan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah
direncanakan.

b. Untuk mengetahui kelemahan kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang
dihadapai dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-
penemuan tersebut diambil tindakan untuk memperbaiki baik pada

waktu itu maupun maupun waktu yang akan datang.

Menurut Situmorang dan Juhir (2001:26), tujuan dari pengawasan adalah :

a. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijakan dari
pemerintah.

b. Menertibkan koordinasi dari kegiatan-kegiatan.

c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.

d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang
dihasilkan.

e. Membina keercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.
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Menurut Bohari (2002:5), tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang
sebenarnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan kesalahan atau
hambatan kepada pimpinan atau penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan

agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.

Menurut Siagian (2002:259), pengawasan dilakukan bertujuan untuk
mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atauu rencana, sehingga berbagai
kegiatan atau rencana sehingga berbagai kegaitan operasional yang sedang
berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan

tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin.

2.4.5 Karakterisrik Pengawasan yang Efektif

Agar pengawasan bisa dikatakan efektif maka setiap pengawasan harus
memenuhi kriteria tertentu. Adapun Kkriteria menurut pendapat Ranupandojo (1990:

114), yaitu:

a. Informasi yang akan diukur harus akurat.

b. Pengawasan harus dilakukan tepat waktu saat penyimpangan

dilakukan.

c. Sistem pengawasan yang dipergunakan harus mudah dimengerti orang

lain.

d. Pengawasan harus dititik beratkan pada kegiatan strategis.
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e. Harus bersifat ekonomis artinya biaya pengawasan harus lebih kecil

dibanding dengan dengan hasilnya.

f. Pelaksanaan pengawasan harus sesuai dengan struktur organisasi.

g. Harus luwes dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada.

h. Bersifat memerintah dan dapat dikerjakan bawahan.

I. Istem pengawasan harus dapat diterima dan dimengerti oleh semua

organisasi.

2.5 Pengawasan Langsung

Menurut Terry (2003:168), mendefenisikan pengawasan langsung dapat
memberikan gambaran langsung yang sesungguhnya dari pelaksanaan suatu
kegiatan, kuantitas dan kualitas pekerjaan, metoda-metoda dan lingkungan kerjanya
dapat menjadi objek pengamatan dan menjadi alat yang baik untuk mengecek dan
melaporkan sikap mental para kerjanya serta memperhatikan pengembangan

pekerjaan manajerial yang ditugaskan para pekerja siswa.

Menurut Hanafi (1998:456), pengawasan langsung adalah inspeksi teratur
yang dilakukan secara periodik dengan mengamati kegiatan atau produksi yang
dapat diobservasi. Sedangkan menurut menurut Pidarta (2004: 170) defenisi
pengawasan langsung adalah melakukan kontrol pada waktu pekerjaan sedang
berlangsung atau kontrol yang dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang

dikerjakan.
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Menurut Situmorang (1998:27), mendefenisikan pengawasan langsung
adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan/pengawas
mengamati, meneliti, memeriksa sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan dan
menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana, hal ini dilakukan

dengan inspeksi.

Dari beberapa pengertain pengawasan langsung yang tealah dikemukakan
dari beberapa ahli tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan yang dimaksud
dengan pengawasan langsung adalah pengamatan langsung dengan cara
mendatangi dan melakukan pemerikasaan ditempat terhadap objek yang diawasi
serta dilakukan secara periodik untuk menngontrol pekerjaan yang sedang

dikerjakan.

2.5.1 Bentuk Pengawasan langsung

Adapun bentuk bentuk pengawasan langsung ada tiga yaitu sebagai berikut:

a. Inspeksi Langsung, Inspeksi langsung adalah pengawasan yang
dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat
kegiatan dilakukan

b. Observasi di Tempat, Observasi di tempat adadah pengawasan yang
dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

c. Laporan Ditempat, Laporan ditempat adalah laporan yang
disampaikann oleh bawahan secara langsung pada saat atasan

mengadakan inspeksii langsung kegiatan yang dilakukan

2.6 Pengertian Penilaian dan Pencegahan
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Menurut Arikunto (2009), penilaian merupakan mengambil suatu tindakan
keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Penilaian bersifat

kualitatif. .

Menurut Widoyoko (2012:3), penilaian ialah sebagai kegiatan menafsirkan

data hasil pengukuran berdasarkan kriteria dan aturan-aturan tertentu.

Menurut Mardapi (1999:8), penilaian merupakan kegiatan menafsirkan atau

mendeskripsikan hasil pengukuran.

Menurut KBBI (2007), pencegahan adalah proses, cara, tindakan, menahan

agar sesuatu tidak terjadi.

2.7Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan  Polisi  Pamong  Praja, disingkat Satpol PP, adalah
perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban
umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi
Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan
di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi
Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan
Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

2.7.1 Tugas dan Fungsi Satpol PP
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Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana yang dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

a. Penyusunan  program dan pelaksanaan  penegakan Perda,
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di daerah

d. Pelaksaan kebijakan perlindungan masyarakat

e. Pelakasanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan Kepala daerah
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

f. Pengawasan terhadap masyarakat aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati perda dan peraturan Kepala Daerah

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

2.7.2 Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala daerah
dalam menyelengarakan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban.
Salah satu upaya dalam penyelengaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat

adalah dengan melakukan penataan pasar tradisional. Penataan yang dilakukan oleh
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Satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan cara mengawasi sehingga
penyelengaraannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penataaan pasar
tradisional dengan cara meenertibkan pedagang yang berjualan disembarang tempat
yang mengganngu ketertiban umum, kebersihan lingkungan serta kelancaran lalu

lintas.

Sebagaimana yang dimaksudDidalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar
maka dalam upaya pelestarian pasar tradisional Pemerintah Daerah melakukan
penataan Pasar Tradisional sehingga Pasar Tradisional terbebas dari kesah kumuh,
tidak sehat dan tidak teratur. Maka didalam peraturan tersebut perlu adanya campur

tangan Satuan Polisi Pamong Praja didalam Penataannya.

2.8Pengertian Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta
ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya
ada proses tawar menawar,, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai ios
dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjjual maupun oleh pengelola pasar
tradisional. Di pasar Tradisional kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti
bahan makanan berupa ikan sayur-sayuran dan buah-buahan, telur, daging, kain,
dan barang elektronik jasa dan lain-lain.Di pasar tradisional juga terdapat pedagang

yang menjual kue-kue dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya.

Adapun pasar tradisional memiliki beberapa cirri-ciri diantaranya :

a. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli.
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b. Pasar Tradisional dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah.

c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.

d. sebagian barang dan jasa ditawarkan adalah produksi lokal.



BAB IlI

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian kualitatif
yang mengggunakan metode penelitian deskriftif dengan analisis data kualitatif.
Menurut Nawawi (2005:63), metode deskriptif dengan menggambarkan atau
melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta fakta

yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiyono (2005: 62), menyatakan bahwa metode deskriftif adalah
suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Menurut Nazir (1988:63), metode deskriptif merupakan suatu metode dlam
meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari
penelitian deskriprif ini adalah untuk membuat deskripsi , gambaran, atau lukisan
secara sistematis factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

antarfenomena yang diselidiki.

Adapun tujuan penlitian kualitatif ialah untuk mengungkapkan informasi
kualitatif sehingga akan lebih menekan pada masalah proses dan makna dengan

cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian ini dilakukan bersifat deskriptif

26
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agar menggambarkan dan mengetahui realita dari kejadian yang diteliti sehingga

memudahkan peneliti mendapatkan data yang obejktif.

3. 2Kerangka Konsep

Peraturan Daerah Kabupaten :
Didalalam penataannya pasar

Langkat Nomor 1 Tahun o )
tradisional harus terbebas dari kesan

A\ 4

2017 Tentang,Pembangunan, i .
kumuh, tidak sehat dan tidak teratur

Penataan dan Pengendalian

A

Pengawasan dilakukan bertujuan

untuk menjamin pelaksanaan tugas v

. . Satuan Polisi Pamong Praja
sesuai rencana yang telah ditetapkan

A

. . . Kabupaten Langkat
didalam penataan pasar tradisional di

Pangkalan Brandan

Gambar 3.1 Kerangka Konsep
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3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah sebuah istilah dan defenisi yang digunakan untuk

menggambarkan secara abstrak, kejadian atau keadaan, kelompom atau individu

yang menajadi pusatperhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik

jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-

konsep sebagai berikut:

1.

strategi adalah sebuah peremcanaan didalam organisasi disertai dengan
penyusunan cara dan adanya tindakan atau upaya bagaimana agar tujuan
yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur kinerja
dengan standar disertai dengan menerapkan tindakan korektif sehingga

hasil pekerjaan sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan langsung adalah pengamatan langsung dengan cara
mendatangi dan melakukan pemerikasaan ditempat terhadap objek yang
diawasi serta dilakukan secara periodik untuk menngontrol pekerjaan

yang sedang dikerjakan.

Penataan merupakan perbuatan mengatur, menyusun dengan tujuan
ketertiban, keteraturan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya agar terlihat lebih rapi dan teratur.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli

serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara
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langsung dan biasanya ada proses tawar menawar,, bangunan biasanya
terdiri dari kios-kios atau gerai ios dan dasaran terbuka yang dibuka oleh
penjjual maupun oleh pengelola pasar tradisional. Di pasar Tradisional
kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan
berupa ikan sayur-sayuran dan buah-buahan, telur, daging, kain, dan

barang elektronik jasa dan lain-lain.

3.4  Kategorisasi

Kategorisasi merupakan bagaimana cara mengukur suatu variabel
penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung
untuk menganalisa variabel tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel Kategorisasi

No | Kategorisasi Indikator

1 | Strategi a. adanya perencanaan yang dilakukan untuk
mencapai tujuan dari pengawasan langsung

yang dilakukan oleh Satpol PP

b. adanya tindakan yang ditujukan untuk
mencapai tujuan dari pengawasan langsung

yang dilakukan oleh Satpol PP

2 Pengawasan a. Adanya penilaian terhadap objek yang

Langsung diawasi
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b. Adaanya langkah klarifikasi dan koreksi atas
penyimpangan yang dilakukan secara

langsung oleh Satpol PP

c. Adanya upaya pencegahan terjadinya

penyimpangan yang dilakukan oleh Satpol PP

Tabel 3.1 Kategorisasi

3.5 Informan/Narasumber

Adapun yang menjadi informan/narasumber dari penelitian ini adalah
pihak-pihak yang terkait dengan proses kegiatan dalam penataan pasar tradisional

diantarnya :

a. Kepala Seksi Penataan

b. Kepala Bidang Peraturan Perundangan dan Perda

c. Kepala Seksi Operasi dan Penertiban

d. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah dengan melakukan metode pengumpulan data primer dan data sekunder:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer
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teknik pengumpulan data primer merupakan teknik pengumpuplan data
yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, teknik pengumpulan data primer

dapat dilakukan dengan cara:

1. Waawancara .

Wawancara digunakan sebagaii teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan
diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondennya sedikit

atau kecil.

2. Observasi.

Observasi adalah aktivitas pengamatan secara langsung terhadap suaatu
objek dengan tujuan untuk memperoleh informasi.Teknik pengumupulan data
dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia
dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala gejala alam, dan bila respoden yang

diamati terlalu besar.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

menurut Hasan (2002: 580), data sekunder adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber sumber yang telah
ada. Data sekunder dapat diperoleh dari bahan pustaka, penelelitian terdahulu,

buku-buku dokumen-dokumen dan lain sebagainya.

3.7 Teknik Analisis Data
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Menurut Sugiyono (2012:89), analisis data adalah proses mencari dan
menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisaiskan data ke dalam kategori,
menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, meyusun kedalam pola,
memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Miles dan
Huberman terdapat 3 langkah dalam menganalisis data yaitu reduksi data, display

data, dan verifikasi data.

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012:92), mereduksi data berarti merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Sehingga data yang telah direduksi akan membberikan gambaran yang lebih jelas
dan mempermudah peneliti untuk melalukan pengumpulan data. Dengan begitu
data yang sudah direduksi akan menunjukan gambaran yang lebih jelas, dan

tentunya akan mempermudah peneliti untuk mellakukan pengumpulan data.

b. Display Data

Setelah melakukan reduksi data maka selanjutnya adalah dengan display
data atau penajiandata . Miles dan Huberman dalam Sugiyono(2012:95),
menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk meyajikan data dalam
penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Display data
akanmempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
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c. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang
diperoleh sebagai hasil dari penelitian.Verifikasi data atau penerikan kesimpulan
adalah sebuah usaha untuk mendapatkan atau mencari ataupun memahami makna

atau arti, pola-pola, keteraturan, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Langkat, beralamat di Jalan Kartini, Kwala Bingai, Stabat.Penelitian ini

dilaksanakan padan bulan Agustus sampai dengan bulan September 2021.

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian.

3.9.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja.

Polisi Pamong Peraja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3Maret 1990
dengan moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerinta
daerah.Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan sejak jaman colonial.
Sebbelum menjadi satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan
dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dengan mengancam NKRI,
dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keaamanan Kapanewon di

Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen
Polisi Pamong Praja.Tahun 1962 namanya berubah menjadi kesatuan Pagar Baya

untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No
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13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah
Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) mulai terkenal sejak pemberlakuan UU
No 5/1974 tentang pokok- pokok Pemerintah di Daerah. Pada Pasal 86 ayat 1 di
sebutkan, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan perangkat wilayah

yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, di gantikan UU No 22/1999 dan
direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148
UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah perangkat
Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas

desentralisasi.

3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Langkat
3.9.2.1 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memlikitugas pokok yaitu menegakkan
peraaturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat .
3.9.2.2 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
adapun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

1. Penyusunan  Program dan  pelaksanaan  penegakan  Perda,
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menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan
kepolisian Negara Republik Indonesian, penyidik Pegawai Negeri Sipil

Daerah, dan aparatur lainnya.

6. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar

mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

3.9.2.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

1) Kepala satuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Bupati
mneyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang Penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggaakan Kketertiban umum dan

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat .
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2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3)

Kepala Satuan mempunyai fungsi:

a)

b)

f)

9)

h)

Penyusunan  program dan pelaksanaan  penegakan Perda,
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat.

pelaksanaan kebijakan peraturan daerah, peraturan Bupati, dan
Keputusan Bupati

pelaksanaan kebijakan umum dan ketentraman masyarakat didaerah
pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat

pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati,
Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman
masyarakat dengan kepolisian, Penyidik Pegawawi Negeri Sipil, dan
aparatur lainnya.

pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar
mematuhi, dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan
Keputusan Bupati

Penyelengaraan pembinaan administrasi ketatausaahaan yang
melipuuti urusan umum dan program kantor

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimanan yang dimaksud pada ayat 1

Kepala Satuan mempunyai tugas :

a)

Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta

kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah
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Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat
negara dan tamu negara

Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum
teradministtrasi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan
Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian
daerah atau kegiatan yang bersakala masal

Pelaksanaan tugas pemerintah umum lainnya yang diberikana oleh
Bupati sesuai dengan prosedur dan kentuan peraturian perundang-

undangan.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas :

1)

2)

3)

4)

5)

Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan
keuangan dan pelaynan administrasi umum, kerumahtanggaan, dan
pengelolaan administrasi kepegawaian;

Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah
dinas serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan

Melaksanakan administrasi kepegawaian

Menyiapkan bahanp perencanaan pembinaan kepegawaian di
ingkungan kantor

Menyiapkan bahan perencaan kebutuhan dikalt pegawai
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6) Melaksanakan pengkoorsinasian pelaksanaan program Kkerja dan
rencana anggaran pendapatan dan belanja kantor dengan kepala seksi
di lingkungan kantor

7) Mengkoordinasian pennyusunan RKA, DPA, dan DPPA dengan para
Kepala Seksi di lingkungan kantor

8) Melaksanakan penegelolaan adminisrtrasi keuangan

9) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kantor yang meliputi
laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan atas laporan keuangan

10) Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

c. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Kepala Seksi penegakan penegakan Perundang-Undangan Daerah

mempunyai tugas :

1)

2)

3)

4)

Mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun petunjuk
pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati
Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan
hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupaati
dan Keputusan Bupati

Melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah atau Peraturan Bupati

Mengkoodinasikan dengan Penyidik PPNS dalam penegakan Perda dan

Peraturan Bupati
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5) Melaksanakan kegiatan mengikuti penyusunan peraturan perundang-
undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum
daerah

6) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kepala seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Menyusun program dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketetiban umum dan
ketentraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS Daerah dan aparatur
lainnya

Melaksanakan kegiatan membantu pengamanan penertiban
penyelenggaraan peilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah
Melaksanakan kegiatan membantu pengamanan dan penertiban
penyeleggaraan keramaian daerah atau kegiatan yang berskala masal.
Melaksanakan pengamanan dan penertiban asset yang belum
teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Melaksankan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
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e. Seksi Pengembangan Kapasitas

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Kepala seksi pengembangan kapasitas mempunyai tugas;

Menyusun bahan kebijaksanaan pengembangan kapasitas personil,
Menyusun bahan kebijaksanaan pengamanan

Melakukan pembinaan personil Polisi Pamong Praja

Menyusun kebijkan operasional pengawawasan dan kesamaptaan
Menyusun  kebijaksanaan operasional dalam rangka koordinasi
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan aparatur
keamanan

Menyusun kebijakan operasional dalam rangka tertib wilayah

Menyusun kebijakan dalam rangka tertib perundanga-undangan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

f. Seksi Sarana dan Prasarana

Kepala Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas :

1)

2)

3)

4)

Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengadaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana.

Melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian dan inventarisasi sarana
dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.

Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Nasional Sarana dan
Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.

Melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja.
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5) Melakukan pemelliharaan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong
Praja.

6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Seksi Perlindungan Masyarakat

Kepala seksi perlindugan masyarakat mempunyai tugas :

1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat

2) Menyiapkan bahan kebijakan perumusan SDM perlindungan masyarakat

3) Melakukan koordinasi tugas dan program perlindungan masyarakat dengan
instansi terkait

4) Melaksanakan tugas lain sesuai deengan bidang tugas dan fungsinya

H. Unit Pelaksana Satpol Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat

Unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

1) Unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat adalah
pelaksana teknis Satpol PP yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Satpol PP Kabupaten Langkat

2) Kepala Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan secara ex-Officio dijabat

oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

I. Kelompok Jabatan Fungsional
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1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin
oleh tenga fungsional senior yang ditunjuk berada dibawah yang ditunjuk
oleh Kepala Satuan

2) Jumlah Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku

4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

3.9.3 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Visi yaitu terwujudnya masyarakat
Kabupaten Langkat yang tentram, tertib dan taat hukum.Adapun misi dari Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat ialah meningkatkan penyelenggaraan dan
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan

umum masyarakat.
3.9.4 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat
a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
b. Sekretariat
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program Keuangan dan Aset Daerah

c. Bidang Penegakan Perundang Undangan dan Peraturan Daerah
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1. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

2. Seksi Penegakan Peraturan

d. Bidang Penataan dan Penertiban

1. Seksi Penataan

2. Seksi Operasi dan Penertiban

e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

1. Seksi Pengamanan Sarana dan Prasarana

2. Seksi Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
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SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LANGKAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PROGRAM
KEUANGAN DAN ASET

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN DAN
PERATURAN DAERAH

BIDANG PENATAAN DAN
PENERTIBAN

BIDANG PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN
PEMADAM KEBAKARAN

SEKSI PEMBINAAN PENGAWASAN
DAN PENYULUHAN

SEKSI PENATAAN

SEKSI PENGAMANAN SARANA DAN

SEKSI PENEGAKAN PERATURAN

SEKSI OPERASI DAN

PRASARANA

SEKSI SATUAN PEMADAM

PENERTIBAN

yGambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Langkat

KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama
penelitian di lapangan yaitu dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang
diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang
untuk menjawab pertanyaan yang kemudian diambil kesimpulan. Analisis data ini
berfokus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat. Adapun narasumber
dalam penelitian ini sebanyak 4 orang dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Langkat.

Untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data sekunder
juga sangat membantu peneliti dalam menjelaskan hasil wawancara terutama yang

berhubugan dengan karakteristik jawaban narasumber

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara tehadap
narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berkaitan erat dengan

kategorisasi.

4.1.1 Adanya perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari

pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satpol PP

Berdasarkan wawancara yang telah diperoleh pada tanggal, 02 Agustus
2021 dengan bapak Syahrizal Ginting, S.E sebagai Kepala Seksi Penataan di Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat menyatakan bahwa perencanaan yang
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dilakukan dalam pengawasan penataan pasar tradisional ialah dengan
mempersiapkan anggota terlebih dahulu dan alat kelengkapan.Kemudian pihak
Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasikepada pihak Disperindag,
Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan maupun RT/RW. Selanjutnya menentukan
jadwal kegiatan pengawasanyang dilakukan dengan cara penertiban. Kemudian
menentukan jumlah anggota, sarana pendukung dan instansi yang terlibat. Adapun
standar pengawasan yang dilakukan oleh satpol pp kabupaten langkat yaitu dalam
pengawawasan pedagang ialah dengan cara memberikan teguran pertama dengan
waktu 7 hari surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 hari dan surat teguran
ketiga dengan tegang waktu 3 hari apabila pedagang tetap berjualan ditempat yang
sudah dilarang maka terpaksa pihak satpol pp menyita barang dagangannya dan
akan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan surat perjanjian. Adapun cara
yang dilakukan oleh satpol pp dalam operasi penertiban ialah dengan cara
menyampaikan surat perintah penertiban,melakukan pentupan atau penyegelan.
Apabila ada penolakan atau perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan
negosiasi dan memberikan pemahaman.Kemudian apabila ditemukan perlawanan
anarkis maka Satusan Polisi Pamong Praja mengamankan pihak provokator dan
melakukan tindakan beladiri untuk mencegah terjadinya korban.Kemudian
melakukan advokasi dan bantuan hukum serta mengevakuasi kegiatan dengan
rencana lebih lanjut.Gagalnya didalam operasi penertiban ialah disebabkan karena
kurangnya personil yang tidak sebanding dengan pedagang yang berjualan dan

masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu.
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Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 02
Agustus 2021 dengan Bapak Wira Atmaja Ginting, ST selaku Kepala Bidang
Peraturan Perundangan dan Perda menyatakan bahwa sebelum melakukan
pengawasan langsung di lapangan pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja
berkoordinasi dengan pihak Disperindag yang mengelola pasar sebelum terjun
langsung kelapangan. Tujuan koordinasi ini ialah untuk melihat permasalahan yang
terjadi dan mengapa terjadinya pelanggaran, dimana pedagang berjualan ditempat
yang tidak seharusnya. Selanjutnya Koordinasi dilakukan untuk menentukan
tempat dimana nantinya pedagang akan ditempatkan setelah adanya penertiban
yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun standar pengawawasan
Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan pedagang pasar tradisional ialah
dengan cara mensosialisasikan kepada pedagang dimana tempat-tempat yang
dilarang untuk berjualan sesuai dengan peraturan perundang undangan. kemudian
jika terjadinya pelanggaran maka pihak Satuan Polisi Pamong praja akan
memberikan teguran tertulis sebanyak tiga kali kemudian jika teguran itu tidak
diindahkan maka akan diberikan sanksi berupa penyitaan barang,dan akan
dikembalikan dengan surat perjanjian. Adapun cara yang dilakukan Satuan Polisi
pamong Praja dalam penertiban ialah dengan cara penutupan lapak pedagang
maupun penyitaan barang. Sebelum aparat melakukan penertiban maka sudah
adanya pihak dari kecamatan yang menyurati Satuan Polisi Pamong Praja agar
dilakukan penertiban.Jika penertiban terdapat adanya penolakan dan anarkis maka
pihak Satuan Polisi Pamomg Praja berkoordinasi dengan Pihak Keamanan setempat

dan akan dilakukan advokasi.



48

Kemudian berdasakan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 02
Agustus 2021 dengan bapak Abdul Razak, S.H selaku Petugas Penindakan
menyatakan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan perencanaan ialah
untuk mempersiapkan anggota yang diperlukan sebelum terjun kelapangan.
Sebelum menuju kelapangan pimpinan akan mengarahkan anggota agar
menyiapkan peralatan yang harus dibawa. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja
berkoordinasi dengan pihak Disperindag, Kecamatan dan Kelurahan untukterjun
kelapangan dan sama-sama melakukan pengawasan. Kemudian apabila terjadinya
pelanggaran maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan teguran
tertulis kepada para pedagang. Teguran tertulis ini sebanyak tiga kali dalam waktu
yang telah ditenttukan sebelumnya dan apabila perintah itu tidak diindahkan maka
terpaksa akan diberikan sanksi berupa penyitaan barang. Adapun cara yang
dillakukan dalam oprasi penertiban ialah dengan cara memindahkan pedagang
ketempat yang seharusnya dan tidak mengganggu kentetraman dan ketertiban
umum. Apabila pedagang tidak mau dipindahkan maka terpaksa petugas akan

melakukan penyitaan barang dagangannnya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03
Agustus 2021dengan Bapak Syahril, S.Pd Selaku Kepala Seksi Operasi dan
Penertiban menyatakan bahwa perencanaan sangat perlu dilakukan sebelum ke
lapangan.Perencaan dilakukan untuk menyiapkan siapa saja yang terlibat dalam
operasi dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.Didalam standar
dalam melalukukan pengawasan aparat satuan polisi tidak bisa terus melakukan

penggusuran pedagang yang melanggar aturan dan harus ada tahapannya. Adapun
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tahapannya yaitu harus dilakukan teguran lisan kemudian jika tidak diindahkan
maka dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 kali dan jika tetap diabaikan maka akan
dilakukan penyitaan barang dagangan dan akan dikembalikan dengan surat
perjanjian bahwasanya tidak akan mengulanginya lagi. Adapun prosedurnya yaitu
bupati memerintahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian
Kasat memerintahkan kepada Kabid untuk menindak lanjuti perintah patroli dan
pengawasaan dan kemudian melaukukan kajian dan koreksi tindakan apa yang
seharusnya dilakukan. Adapun cara yang dilakukan dalam operasi penertiban yaitu
dengan cara memindakan pedagang ketempat yang seharusnya dan tidak
mengganggu ketentraman dan ketertiban. Apabila pedagang enggan untuk
dipindahkan dan melakukan tindakan anarkisme maka akan diamankan oleh pihak

kepolisian dan akan dilakukan tindakan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan beberapa narasumber
dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan yang dilakukan didalam mencapai
tujuan ialah dengan berkoordinasi instansi terkait sepertiDisperindag, Kepolisian,
Kecamatan, Kelurahan maupun RT/RW .Kemudian menentukan jadwal kegiatan,
anggota yang terlibat untuk Kkegiatan operasi pengawasan.Selanjutnya
mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti mobil patroli, alat
kelengkapan kegiatan operasi. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan
maka Satuan Polisi Pamong Praja mempersiapkan pasukan pendukung apabila
terjadi penolakan dan memimbulkan konflik.Didalam melakukan pengawasan
Satuan Polisi Pamong Praja harus berdasarkan aturan dan tidak boleh sewenang-

wenang.Sebelum memberikan sanksi satuan polisi Pamong praja memberikan
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teguran lisan terlebih dahulu, kemudian teguran tertulis sebanyak tiga
kali.Kemudian jika teguran tetap diabaikan maka diberikan sanksi berupa penyitaan
barang dagangan dan dikembalikan dengan yang bersangkutan dengan surat
perjanjian. Apabila pelanggaran dilakukan secara terus menerus maka barang

dagangan disita dan tidak dikembalikan.

4.1.2 Adanya tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari

pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 03 Agustus
2021 dengan Bapak Syahrizal Ginting, S.E selaku Kepala Seksi Penataan
menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Satpol PP dalam pengawasan ialah
dengan melakukan patroli yaitu agar tidak adanya lagi pedagang yang berjualan di
tempat yang dilarang. Tindakan selanjutnya ialah dengan menertibkan atau
menggusur  pedagang secara paksa apabila teguran tertulis tidak
diindahkan.Selanjutnya dilakukan koordinasi agar pihak disperindag yang
mengelola pasar untuk menyediakan wadah agar pedagang tidak kembali
berjualan.Adapun kendala yang dihadapi ketika aparat satuan Polisi Pamong Praja
turun kelapangan ialah mereka enggan untuk ditertibkan dan kembali berjualan di
tempat yang sudah dilarang dan bahkan ada yang melakukan tindakan
anarkisme.Kendala internal ialah kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong
Praja ketika melakukan pengawasan seperti operasi penertiban pedagang yang
melanggar aturan dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti mobil
patroli. Adapun cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi

kendala ialah dengan cara berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian untuk melakukan
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mediasi agar pedagang bersedia untuk dipindahkan dan mengantisipasi tindakan
anarkisme yang dilakukan oleh pedagang maupun masyarakat yang memiliki

kepentingan.

Kemudian berdasarkan wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus
2021 dengan Bapak Wira Atmaja Ginting, ST selaku Kepala Bidang Perundangan
dan Perda menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja
didalam melakukan pengawasan ialah melakukan patroli dan memberikan
himbauan kepada pedagang agar mau bekerja sama untuk menaati aturan Perda dan
menjaga ketertiban umum. Kemudian jika himbauan ini tidak dipatuhi oleh
pedagang maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja akan memberikan teguran
tertulis dan kemudian jika pedagang tetap mengabaikannya, maka akan dilakukan
penertiban dengan cara penggusuran paksa dan sebagainya. Kemudian tindakan
yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah menyita barang dagangannya
apabila pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang.Adapun kendala Satuan
Polisi Pamong Praja ketika di lapangan ialah dikarenakan kurangnya pemahaman
masyarakat akan peraturan.Kemudian Pedagang sulit untuk ditertibkan dan adanya
pihak-pihak yang memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkisme.Cara yang
dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi kendala ialah dengan cara
melakukan mediasi dan komunikasi yang baik kepada pedagang dan mendengarkan
keluhannya,mengapa pedagang melakukan pelanggaran. Selanjutnya melakukan

koordinasi dengan Disperindag kemana nantinya pedagang akan dipindahkan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03

Agustus 2021 dengan Bapak Abdul Razak, S.Pd Selaku Petugas Penindakan
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menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah
dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang Perda
Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Tindakan selanjuntnya yang dilakukan yang
dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah patroli rutin untuk meminimalisir
pelanggaran.Jika terdapat pelanggaran maka aparat akan memberikan teguran
tertulis agar pedagang mau memindahkan sendiri barang dagangannya tanpa
adanya paksaan dari aparat. Adapun kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam
melakukan pengawasan ialah adanya pedagang yang susah diatur, adanya tindakan
anarkisme, dan sumber daya dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Cara yang
dilakukan didalam mengatasi kendala ialah dengan cara melakukan penyuluhan dan
pemahaman kepada pedagang di Pasar Tradisional Pangkalan Brandan. Selajutnya

melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian setempat.

Selanjutnya berdasarakan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03
Agustus 2021 dengan Bapak Syahril, S.Pd selaku Kepala Seksi Operasi dan
Penertiban menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan didalam penagawaasan
ialah sosialiasi kepada pedagang yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya.
Sosialiasi ini bertujuan agar pedagang mengerti aturan yang berlaku.Kegiatan
sosialiasi ini dilakukan pada saat dilakukan patroli atau turun langsung ke lapangan
untuk melakukan pengawasan. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja akan
memberikan teguran lisan dan teguran tertulis agar pedagang memindahkan barang
dagangannya tanpa adanya paksaan jika itu masih diabaikan maka petugas akan
menertibkan pedagang dengan memberikan sanksi kepada pedagang yang

melanggar aturan. Adapun kendala Satuan Polisi Pamong Praja ketika melakukan
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pengawasan di Pasar Tradisioanal Pangkalan Brandan ialah jarak antara kantor
dengan lokasi pengawasan sangat jauh dan tentunya hal itu memakan waktu.
Kemudian kendalanya ialah kekurangan personil hal ini tentu akan membuat Satuan
Polisi Pamoong Praja kewalahan ketika melakukan operasi. Kemudian faktor-
faktor penghambatnya yaitu pedagang yang bersikerash berjualan dipinggir jalan

dan bersikap anarkis ketika aparat melakukan penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan beberapa narasumber
dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja
dalam melakukan pengawasan yaitu pertama dengan melakukan sosialisasi
peraturan kepada masyakakat, kemudian memberikan teguran lisan jika terdapat
pelanggaran, ketiga dengan meberikan teguran tertulis sebanyak tiga kali, kemudian
jika teguran itu masih diabaikan maka akan dilakukan penertiban dengan menyita

barang dagangan.

4.1.3 Adanya Penlilaian Terhadap Objek yang Diawasi

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021
dengan Bapak Syahrizal Ginting, S.E selaku Kepala Seksi Penataan menyatakan
bahwa objek didalam pengawasan ialah masyarakat yang melanggar aturan Perda.
Penilaian yang terjadi sekarang dengan standar yang telah ditetapkan masih jauh
dari kata layak.Pasar tradisional di Pangkalan Brandan masih terdapat banyak
pelanggaran seperti masyarakat yang berjualan di trotoar bahkan sampai berjualan
di badan jalan yang tentunya hal itu sangat mengganggu ketentraman dan

ketertiban.Cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyatakan
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bahwa Pasar Tradisional telah memenuhi standar ialah dengan mengacu pada Perda
Penyelengaraan Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang
menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum untuk berjualan dan
menjalankan kegiatan lain sesuai dengan manfaat dan fungsinya.Adapun tempat
tempat yang telah ditentukan yaitu jalan atau trotoar. Penilaian terhadap pasar
tradisional sangat perlu dilakukan untuk melakukan perbaikan perbaikan.Sejauh ini
penilaian terhadap pasar tradisional yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja telah terlaksana dengan baik.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03
Agustus 2021 dengan Wira Atmaja Ginting, ST selaku Kepala Bidang Perundangan
dan Perda menyatakan bahwa objek yang diawasi ialah ialah sebenarnya
difokuskan kepada pedagang tetapi jika terdapat masyarakat yang parkir
sembarangan dan tentunya itu mengganggu ketertiban maka aparat akan menegur
agar memindahkan kendaraannya. Pada kenyataan yang terjadi, masih terdapat
banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat seperti berjualan dan adanya
masyarakat yang parkir sembarangan, hal ini akan sangat menggangu pembeli
ketika hendak masuk kepasat tradisional di Pangkalan Brandan. Cara yang
dilakukan satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa pasar tradisional belum
atau sudah memenuhi standar ialah berpegang pada Perda Kabuaten Langkat
tentang Trantibum. Penilaian yang dilakukakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

sudah cukup baik

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03

Agustus 2021 dengan Bapak Abdul Razak, S.H selaku Petugas Penindakan
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menyatakan bahwa objek yang diawasi dialam pengawasan ialah masyarakat yang
melanggar aturan Perda. Cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja
bahwasanya pasar tersebut sudah atau belum memenuhi standar ialah dengan
mengacu pada peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang trantibum.Pada
kenyataan dengan yang seharusnya masih jauh dari kata sesuai dengan standar atau
aturan yang telah ditetapkan.Kenyataan dilapangan masih terdapat banyak
pedagang yang melakukan pelanggaran seperti berjualan di trotoar jalan dan badan
jalan.Hal itu tentu saja menggangu ketertiban dan merusak keindahan
Pasar.Penilaian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik
dengan melihat setiap pelanggaran dengan seharusnya yang terdapat didalam

Peraturan Daerah kabupaten Langkat tentang trantibum.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawanara yang diperoleh pada tanggal 03
Agustus 2021 dengan Bapak Syahril, S.Pd selaku Kepala Seksi Operasi dan
Penertiban menyatakan bahwa objek yang diawasi ialah pedagang yang berjualan
di sekitaran Pasar Tradisional Pangkalan Brandan yang sebelumnya sudah
diberikan himbauan oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja namun tetap saja
dilanggar. Adapun cara yang digunakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja ialah
dengan berpegang pada peraturan perundang undangan baik itu Perda maupun
Peraturan Bupati. Sudah jelas bahwasanya didalam peraturan daerah kabupaten
langkat tentang trantibum melarang setiap masyarakat untuk berjualan ditempat-
tempat yang sudah ditentukan didalam perda seperti trotoar dan badan jalan.

Pelaksanaan penilaian terhadap pasar tradisional telah terlaksana dengan
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baik.aparat satuan polisi Pamong Praja setelah dilakukan penilaian maka akan

dicari alternative solusinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber peneliti dapat
menyimpulkan bahwa objek yang diawasi didalam pengawasan ialah pedagang
yang berjualan di sekitaran pasar Tradisioanl Pangkalan Brandan yang telah
melanggar aturan Perda Kabupaten Langkat tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum. Didalam Perda Kabupaten Langkat Nomor 8 tahun 2019 menyatakan
bahwa setiap orang dilarang menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum
untuk berjualan dan menjalankan kegiatan lain sesuai dengan manfaat dan
fungsinya adapun tempat tempat yang telah ditentukan yaitu jalan atau trotoar jalan.
Kenyataan yang terjadi dilpangan ialah masih banyak pedagang yang berjualan

ditempat yang sudah dilarang.

4.1.4 Adanya Langkah Klarifikasi dan Koreksi atas Penyimpangan yang

dilakukan secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus
2021 dengan Bapak Syahrizal Ginting, S.H selaku Kepala Seksi Penataan
menyatakan bahwa aparat Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan koreksi
terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan dan tentu saja hal
itu melanggar Peraturan perundang-undangan seperti berjualan di luar Pasar, badan
jalan dan trotoar jalan. Hal itu disebabkan oleh kumuh dan tidak teraturnya lapak
pedagang didalam pasar dan hanya sedikit saja pembeli yang mau masuk kepasar.

Kemudian penyebab pedagang tetap berjualan ialah dikarenakan mereka berpikir
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bahwa berjualan di luar pasar akan banyak pembeli dan tempatnya lebih strategis.
Adapun perbaikan yang dilakukan sehingga terciptanya ketentraman dan ketertiban
ialah dengan cara melakukan penertiban dan mempersiapkan lapaak pedagang
dimana nantinya akan dipindahkan. Kemudian perbaikan yang dilakukan oleh
pihak internal ialah dengan mengedapankan pendekatan kepada masyakakat
dengan cara musyawarah. Adapun sanksi yang diberikan kepada pedagang ialah
berupa penyitaan barang dengan surat perjanjian bahwasanya tidak akan
mengulanginya lagi. Sanksi yang diberikan kepada pedagang sejauh ini belum
sepenuhnya optimal dikarenakan masih adanya pedagang yang kembali berjualan

di tempat yang sudah dilarang.

Berdasarkan hasik wawancara yang telah diperoleh pada tanggal 03 agustus
2021 dengan Bapak Wira Atmaja Ginting, ST selaku Kepala Bidang Perundangan
dan Perda menyatakan bahwa aparat telah melakukan koreksi terhadap
penyimpangan penyimpangan dan mengapa hal itu terjadi. Hal tersebut disebabkan
karena kumuhnya di dalam pasar sehingga pembeli enggan untuk masuk ke dalam
pasar dan otomatis pendapatan pedagang berkurang karena kurangnya
pembeli.Adapun perbaikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah
dengan caraberkoordinasi dengan Disperindag yang mengelola pasar untuk
melakukan renovasi pasar dan perbaikan pasar. Pedagang yang melanggar aturan
dikenakan sanksi berupa penyitaan barang dan akan dikembalikan dengan surat
perjanjian kemudian jika tetap diulangi maka akan dilakukan penyitaan secara

permanen. Sejauh ini sanksi yang diberikan kepada pedagang masih jauh dari kata
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optimal dikarenakan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar

pasar tradisional tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03 Agustus 2021
dengan bapak Abdul Razak, S.H selaku Petugas Penindakan menyatakan bahwa
Satuan Polisi Pamong Praja telah Melakukan Koreksi dengan cara sosialiasi dengan
pedagang dan mendegarkan keluhan masyarakat yang kemudian akan dicarikan
solusinya. Adapun pelanggaran yang sering terjadi di pasar tradisional Pangkalan
Brandan ialah masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang
sudah dilarang yang disebabkan oleh kurangnya lapak pedagang di dalam
pasar.Dikarenakan kurangnya pembeli didalam pasar maka pedagang yang
sebelumya berjualan di dalam pasar kemudian memilih berjualan di luar pasar
seperti berjualan di trotoar dan badan jalan.Bukan cuma itu saja tetapi semakin
bertambahnya pedagang yang berjualan di luar pasar disebabkan oleh faktor
ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan. Adapun langkah perbaikan yang
dilakukan ialah dengan cara berkoordinasi dengan disperindag untuk menyediakan
wadah pedagang yang berjualan di luar pasar dan menambah jumlah personil tapi
jumlahnya jauh dari kata cukup. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat ataupun
pedagang yang melanggar aturan ialah berupa penyittan barang sementara bahkan
permanen jika masih tetap melanggar. Sejauh ini sanksi yang diberikan kepada
pedagang belum bisa dikatakan optimal hal tersebut dikarenakan adanya campur

tangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggunga jawab.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 03

Agustus 2021 dengan Bapak Syahril, S.Pd selaku Kepala Seksi Operasi dan
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Penertiban menyatakan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan
koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang di
pasar Trasidisional Pangkalan Brandan hal. Pedagang tetap bersikeras berjualan
ditempat yang sudah dilarang yang sebelumnya sudah adanya himbauan dari aparat
ialah dikarenakan pasar tradisional tersbut jorok dan berlumpur ketika hujan datang
sehinga berkurangnya pembeli didalam pasar.Perbaikan yang dilakukan oleh
Satuan Polisi pamong Praja ialah dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada
pihak Disperindag yang mengelola Pasar untuk dilakukan perbaikan
pasar.Kemudian lebih bersikap humanis dan tegas agar citra Satuan Polisi Pamong
Praja baik dimata masyarakat.Sanksi yang diberikan ialah berupa penyitaan barang
dengan surat perjanjian. Sanksi yang diberikan kepada pedagang belum optimal

dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang lemah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari beberapa
narasumber dapat disimpulkan bahwa tindakan koreksi dan Klarifikasi yang
dilakukan ialah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan unutuk mengurangi
pelanggaran pelanggaran yang sering terjadi di pasar tersebut.Pelanggaran terjadi
disebakan oleh ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang Perda.
Kemudian Pelanggaran disebabkan oleh kondisi pasar yang jorok, berlumpur ketika
hujan membuat pembeli enggan untuk masuk. Tidak hanya itu saja pelanggaraan
juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah pedagang.Adapun perbaikan yang
dilakukan dari pihak satuan polisi pamong praja ialah berkoordinasi dengan pihak

Disperindag untuk melakukan perbaikan pasar.Selanjutnya lebih mengedepankan
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tindakan humanis dan lebih bersikap tegas terhadap pelanggaran- pelanggaran yang

dilakukan oleh pedagang.

4.1.5 Adanya upaya pencegahan terjadinya penyimpangan yang dilakukan

oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh pada tanggal 03 Agustus
2021 dengan Bapal Syahrizal Ginting, S.E selaku Kepala Seksi Penataan
menyatakan bahwa Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pasar tradisional
Pangkalan Brandan ialah adanya pedagang yang berjualan di sekitaran pasar seperti
di badan jalan dan trotoar jalan. Adapun penyebab terjadinya penyimpangan ialah
disebabkan oleh ketidaktahuan pedagang tentang Peraturan perundang undangan
dan Perda.Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong
Praja ialah melakukan patroli disekitaran pasar utuk melakukan penertiban secara
paksa dan memberikan sanksi apabila pedagang tidak mau memindahkan
dagangannya. Adapun mekanisme didalam memberikan sanksi ialah dengan
teguran tertulis sebanyak tiga kali kemudian jika tetap diabaikan maka akan

dilakukan penyitaan barang dagangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh pada tanggal 05 Agustus
2021 dengan Bapak Wira Atmaja Ginting, ST selaku Kabid Peraturan Perundangan
dan Perda menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebab terjadinya
pelanggaran seperti pedagang yang berjualan di jalan dan trotoar jalan di sekitaran
pasar ialah karena pedagang dari dalam pindah ke luar pasar. Kemudian

bertambahnya pedagang yang berjualan sembarangan di sekitar Pasar tradisional
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ialah dikarenakan sempitnya lapangan pekerjaan. Didalam mencegah terjadinya
penyimpangan ialah dengan cara melakukan patroli, melakukan sosialisasi,
mendengatkan keluh kesah masyrakat kemudian menngambil alternatif solusinya
dan kemudian berkoordinasi dengan disperindag untuk menyediakan lapak
pedagang. Mekanisme pemberian sanksi yang diberikan kepada pedagang ialah
dengan melakukan tegutran lisan kemudian teguran tertulis sebanyak 3 kali dan

dilakukan penyitaan barang kepada pedagang yang melanggar aturan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh pada tanggal 03 Agustus
2021 dengan Bapak Abdul Razak, S.H selaku Petugas Penindakan menyatakan
bahwa pelanggaran yang terjadi di pasar tradisional ialah adanya pedagang yang
berjualan di luar pasar tepatnya di badan jalan dan trotoar jalan sehingga
mengganggu masyarakat yang berlalu lalang dan pembeli yang hendak masuk ke
dalam pasar. Pedagang yang berjualan disekitaran pasar tepatnya pada badan jalan
dan torotoar jalan sangat bertentangan dengan Perda tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum.Hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Perda ialah
disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, pindahnya pedagang dari dalam
keluar pasar yang dikarenakan berlumpurnya pasar tradisional ketika sehabis hujan,
kurangnya lapak pedagang di dalam pasar hal tersebut dikarenakan semakin
bertambahnya pedagang setiap tahunnya. Adapun cara yang dilakukan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja dalam mencegah terjadinya pelanggaran ialah dengan
melakukan patroli rutin dan dengan cara melakukan berkoordinasi dengan pihak

Disperindag untuk menyediakan lapak pedagang agar mereka tidak kembali
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berjualan. Kemudian melakukan penyitaan barang kepada pedagang yang

melanggar aturan setelah dilakukan teguran tertulis.

Kemudian berdasarkan wawancara yang telah diperoleh pada tanggal 05
Agustus 2021 dengan Bapak Syahril, S.Pd selaku Kepala Seksi Operasi dan
Penertiban menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi di Pasar tradisional
Pangkalan Brandan ialah adanya pedagang yang memindahkan lapak daganganya
dari dalam ke luar pasar. Pedagang memindahkan barang dagangannya di jalan dan
trotoar jalan, hal tersebut menggangu pejalan kaki dan kendaraan yang
melintas.Adapun penyebab daripada pelanggaran yang terjadi di Pasar tradisional
ialah kurangnya lapak pedagang di dalam pasar yang kemudian pedagang berjualan
pada tempat-tempat yang sudah dilarang.Hal tersebut bukan hanya mengganggu
keindahan pasar namun juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.Adapun
cara yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan seperti
pedagang kembali berjualan pada tempat tempat yang dilarang seteleh adanya
peringantan yaitu melalui koordinasi dengan Disperindag untuk meneyediakan
lapak Pedagang yang sebelumnya dkeluhkan oleh pedagang. Kemudian cara yang
dilakukan ialah dengan melakukan patroli rutin agar pedagang tidak kembali
berjualan. Adapun mekanisme dalam memberikan sanksi kepada pedagang yang
melanggar aturan ialah dengan memberikan teguran lisan kemudian teguran tertulis

dan penyitaan barang jika teguran tersebut diabaikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari beberapa

narasumber dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi di Pasar Tradisional
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Pangkalan ialah adanya pedagang yang berjualan di badan jalan dan trotoar
jalan.Penyebab terjadinya pelanggaran ialah dikarenakan kurangnya kesadaran
masyarakat, pindahnya pedagang dari dalam ke luar pasar, dan pedagang yang
semakin bertambah yang disebakan oleh minimnya lapangan pekerjaan. Adapun
cara yang dilakukan ialah dengan sosialiasi tentang Perda, patroli rutin, koordinasi
dengan Disperindag untuk menyediakan tempat berjualan, dan memberikan sanksi
kepada pedagang. Mekanisme pemberian sanksi ialah dengan melakukkan terguran
tertulis pertama kepada pelanggar Perda, memberikan teguran kedua, memberikan
tertulis ketiga dan apabila teguran tidak diindahkan maka akan dilakukan penyitaan
barang dengan surat perjanjian. Apabila tetap pedagang tetap melanggar Perda

maka akan dilakukan penyitaan barang secara permanen.

4.2 Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan
tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian
dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang
diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan
atau narasumber penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin
dijawab yakni tentang “Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja
dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan”.Berdasarkan hal tersebut
peneliti melakukan analisis serta menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang
ingin dijawab.Berikut uraian hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang

peneliti lakukan.
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4.2.1 Adanya perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari

pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Umar (2008:31), strategi didefenisikan sebagai suatu proses
penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka
panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar

tujuan tersebut dapat tercapai.

Menurut Rangkuti (2013:183), strategi adalah perencanaan induk yang
komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua

tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian, (1994:108), perencanaan adalah keseluruhan proses
pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang dikerjakan di masa

yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Didalam sebuah strategi, perencaan yang dilakukan sangat penting untuk
mencapai sebuah tujuan.Perencanaan merupakan penyusunan sebuah rencana
untuk mempersiapkan hal-hal yang sudah diprediksi sebelumnya yang disertai
upaya agar tujuan dapat tercapai. . Dengan adanya perencanaan yang dilakukan

maka akan dapat mengantisipasi hal-hal hal yang tidak diingikan.

Berdasarkan asumsi dari para ahli tersebut penulis dapat menilai bahwa
adanya perencanaan didalam mencapai tujuan pengawasan langsung sudah
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.Perencanaan yang dilakukan oleh
satuan polisi Pamong Praja dengan mempersiapkan anggota, Koordinasi dengan

instansi terkait, dan menentukan jadwal kegiatan.Koordinasi yang dilakukan oleh
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instansi terkati maupun pihak keamaan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal
yang tidak diinginkan seperti adanya tindakan anarkisme.Perencanaan yang
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilaksanakan namun tujuan
belum dapat tercapai. Perencaan yang dilakukan satuan Polisi Pamong Praja sudah

sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara pada tanggal, 02 Agustus
2021 dengan bapak Syahrizal Ginting, S.E sebagai Kepala Seksi Penataan di Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat menyatakan bahwa perencanaan yang
dilakukan dalam pengawasan penataan pasar tradisional ialah dengan
mempersiapkan anggota terlebih dahulu dan alat kelengkapan.Kemudian pihak
Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasikepada pihak Disperindag,
Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan maupun RT/RW. Selanjutnya menentukan
jadwal kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan cara penertiban. Kemudian

menentukan jumlah anggota, sarana pendukung dan instansi yang terlibat.

4.2.2 Adanya tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari

pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Siagian (2016:29), strategi adalah serangkaian keputusan dan
tindakan yang mendasar yang dibuat olen manajemen puncak dan
diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian

tujuan organisasi tersebut.
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Menurut Anderson dalam Irfan Islamy (2000:17), kebijakan adalah
serangkaian tindakan yang mempuyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan

oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Menurut Wahab, (2005:15), kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang
mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang

saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat disimpukan bahwa didalam strategi
dan kebijakan, tindakan merupakan sebuah aksi yang yang dilaksanakan pada
sekelompok untuk memecahkan masalah dan memiliki sanksi yang mengarah pada
tujuan tertentu.Berdasarkan hasil asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa
tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilakukan namun
belum optimal dan tujuan belum tercapai. Hal tersebut dikarenakan oleh ketidak-
tegasan daripada pihak Satuan Polisi Pamong Praja .Adapun tindakan yang
dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan melakukan sosialisasi
Peratruan Daerah, kemudian melakukan tindakan non yustisial dan memberikan
sanksi .Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dikatakan belum
optimal juga dapat dilihat dari masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat

yang sudah dilarang di dalam Perda.

Tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab yang
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan pengawasan
langsung.Tindakan yang dilakukan dalam pengawasan langsung yang dilakukan

sudah dilaksanakan. Adapun tindakan yang dilakukan dalam melakukan
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pengawasan ialah dengan cara memberikan teguran tertulis, dan memberikan sanksi

kepada pedagang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
Bahwa penindakan non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja dengan cara :

a. Penindakan terhadap pelanggaran Perda, terlebih dahulu menanda tangani
surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta
melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak

penandatanganan surat pernyataan.

b. Apabila tidak melakasanakan dan atau mengingkari surat pernyataan maka

akan diberikan:

1) Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 hari

2) Surat teguran kedua dengan tegang waktu tiga hari

3) Surat teguran ketiga dengan tegang waktu tiga hari

c. Apabila tidak melaksanakan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan
dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan

proses sesuai Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Permendagri tersebut bahwa tindakan yang dilakuakan Satuan

Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Tindakan non yustisial
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merupakan tindakan yang dilakukan setelah adanya pelanggaran.Tindakan yang
dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab yang dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja dalam mencapai tujuan pengawasan langsung.Tindakan yang
dilakukan dalam pengawasan langsung yang dilakukan sudah dilaksanakan.Adapun
tindakan yang dilakukan dalam melakukan pengawasan ialah dengan sosialiasai
perda, memberikan teguran tertulis, dan memberikan sanksi kepada pedagang
namun sansksi yang diberikan bekum memberikan efek jera terhadap pedagang

sehingga tujuan belum tercapai.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang diperoleh pada
tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Syahril, S.Pd selaku Kepala Seksi Operasi
dan Penertiban menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan didalam penagawaasan
ialah sosialiasi kepada pedagang yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya.
Sosialiasi ini bertujuan agar pedagang mengerti aturan yang berlaku.Kegiatan
sosialiasi ini dilakukan pada saat dilakukan patroli atau turun langsung ke lapangan
untuk melakukan pengawasan. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja akan
memberikan teguran lisan dan teguran tertulis agar pedagang memindahkan barang
dagangannya tanpa adanya paksaan jika itu masih diabaikan maka petugas akan
menertibkan pedagang dengan memberikan sanksi kepada pedagang yang

melanggar aturan.

4.2.3 Adanya penilaian terhadap objek yang diawasi
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Menurut Silalahi (1992: 178), salah satu prinsip-prinsip pengawasan yaitu
pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisi data tentang pelaksanaan

pekerjaan secara objektif.

Menurut Arikunto (2009), penilaian merupakan mengambil suatu tindakan
keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Penilaian bersifat

kualitatif. .

Menurut Widoyoko (2012:3), penilaian ialah sebagai kegiatan menafsirkan

data hasil pengukuran berdasarkan kriteria dan aturan-aturan tertentu.

Menurut Mardapi (1999:8), penilaian merupakan kegiatan menafsirkan atau

mendeskripsikan hasil pengukuran.

Berdasarkan asumsi teori tersebut, didalam sebuah pengawasan harus
adanya penilaian yaitu yang dilakukan dengan menjelaskan hasil pengukuran
dengan suatu ukuran,kriteria-kriteria dan aturan-aturan tertentu dan biasanya
penilaian bersifat kualitatif. Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa
penilaian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik yang
dimana Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penilaian atau perbandingan
antara yang seharusnya dengan kenyataan dilapangan. Sehingga nantinya akan
dilakukan tindakan agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Adapun cara yang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
menyatakan bahwa Pasar tradisional dan ketertiban umum telah telah sesuai atau
tidak dengan yang seharusnya yaitu dengan mengacu pada Perda tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
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Didalam Peraturan Kabupaten Langkat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum menyatakan bahwa setiap orang dilarang
menggunakan prasarana dan fasilitas umum untuk berjualan dan menjalankan
kegiatan selain dengan pemanfaatan dan fungsinya. Adapun tempat yang yang
dimaksud ialah bagian-bagian jalan, trotoar jalan ,sarana dan faasilitas umum

lainnya.

Dalam kenyataan yang terjadi, Satuan Polisi Pamong Praja menilai masih
banyaknya pedagang di sekitar Pasar Tradisional Pangkalan Brandan yang
berjualan di trotoar jalan bahkan ke badan jalan.Penialaian ini berfungsi untuk

mengambil tindakan lebih lanjut.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang diperoleh pada
tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapak Syahrizal Ginting, S.E selaku Kepala Seksi
Penataan menyatakan bahwa objek didalam pengawasan ialah masyarakat yang
melanggar aturan Perda. Penilaian yang terjadi sekarang dengan standar yang telah
ditetapkan masih jauh dari kata layak.Pasar tradisional di Pangkalan Brandan masih
terdapat banyak pelanggaran seperti masyarakat yang berjualan di trotoar bahkan
sampai berjualan di badan jalan yang tentunya hal itu sangat mengganggu
ketentraman dan ketertiban. Cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
menyatakan bahwa Pasar Tradisional telah memenuhi standar ialah dengan
mengacu pada Perda Penyelengaraan Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa
setiap orang dilarang menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum untuk
berjualan dan menjalankan kegiatan lain sesuai dengan manfaat dan fungsinya

adapun tempat tempat yang telah ditentukan yaitu jalan atau trotoar.
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4.2.4 Adanya langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang

dilakukan secara langsung oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut  Terry (2006:395), mengartikan penagawasan sebagai
mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi
kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil

pekerjaan sesuai dengan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Manullang (2008:184), mengatakan ada beberapa proses

pengawasan :

1. Menetapkan alat pengukur

Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka
seorang pimpinan harus mempunyai standar dalam mengukur evaluasi
kinerja bawahan.Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum
bawahan melkasanakan pekerjaannya. Alat penilaian standar bagi hasil
pekerjaan pada umumnya terdapat baik rencana kesekuruhan maupun rencana
bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat

standar bagi pelaksanaan pekerjaa.

2. Mengadakan penilaian

Untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau
evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan dengan menilai atau
mengevaluasi dimaksud dapat mebandingkan hasil pekerjaan bawahan

dengan alat pengukur yang sudah ditentukan sebelumnya.
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3. mengadakan tindakan perbaikan atau koreksi

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama
harus dianalisa penyebab terjadinya perbedaan, bila pimpinan sudah dapat
menetapkan dengan pasti penyebab terjadinya pentimpangan barulah diambil

tindakan perbaikan.

Menurut Ernie dan Saefulah (2005:12), fungsi pengawasan adalah sebagai

berikut:

a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai
indikator yang telah ditetapkan
b. Mengambil langkah Kklarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang

mungkin ditemukan

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam sebuah
pengawasan tindakan koreksi sangat diperlukan. Langkah koreksi akan membantu
untuk membuat langkah-langkah dan keputusan agar menjadi lebih baik. tindakan
korektif merupakan proses didalam sebuah pengawasan. Langkah kalrifikasi dan
koreksi dilakukan agar hasil sesuai dengan rencana.didalam sebuah pengawasan
harus dilakukan penilaian terlebih dahulu kemudian akan dilakukan perbaikan.
Langkah koreksi atau perbaikan nantinya akan menyimpulkan mengapa sesuatu itu
dapat terjadi dan kemudian akan dilakukan perbaikan. Sedangkan langkah
klarifikasi hanya sebagai bentuk laporan untuk dilakukannya langkah
perbaikan.Langkah korektif bukan hanya mencegah tetapi untuk melakukan

perbaikan agar pekerjaan sesuai dengan standar.
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Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis dapat menilai bahwa didalam
proses pengawasan sudah melakukan penialaian namun langkah klarifikasi dan
koreksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum dilakukan dengan
optimal yang dimana Satuan Polisi pamong Praja telah melakukan hanya
melakukan sosialisasi dan mendengarkan keluhan masyarakat namun belum

melakukan perbaikan untuk menambah jumlah personil yang memadai.

Langkah perbaikan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan
pengawasan dengan melakukan mendengarkan keluhan masyarakat untuk
membangun pasar baru mengingat pasar yang sekarang terlihat semrawut dan tidak
dapat menampung pedagang yang berjualan diluar pasar, sehingga perlunya
melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang diharapkan tercapainya tujuan

penataan pasar dan ketertiban umum.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang diperoleh pada
tanggal 03 Agustus 2021 dengan bapak Abdul Razak, S.H selaku Petugas
Penindakan menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah Melakukan
Koreksi dengan cara sosialiasi dengan pedagang dan mendengarkan keluhan
masyarakat yang kemudian akan dicarikan solusinya. Adapun pelanggaran yang
sering terjadi di pasar tradisional Pangkalan Brandan ialah masih banyaknya
pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang yang disebabkan
oleh kurangnya lapak pedagang di dalam pasar.Dikarenakan kurangnya pembeli
didalam pasar maka pedagang yang sebelumya berjualan di dalam pasar kemudian
memilih berjualan di luar pasar seperti berjualan di trotoar dan badan jalan.Bukan

hanya itu saja tetapi semakin bertambahnya pedagang yang berjualan di luar pasar
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disebabkan oleh faktor ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan. Adapun
langkah perbaikan yang dilakukan ialah dengan cara berkoordinasi dengan
disperindag untuk menyediakan wadah pedagang yang berjualan di luar pasar dan

menambah jumlah personil tapi jumlahnya jauh dari kata cukup.

4.2.5 Adanya upaya pencegahan terjadinya penyimpangan yang dilakukan

oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Fungsi pengawasan menurut Maringan (2004:62), fungsi pengawasan yaitu :

a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan

wewenang dalam melaksanakan pekerjaan

b. Mendidik para pejabat untuk agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan prosedur yang telah ditentukan

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian,

kelemahan, dan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan.

Menurut Siagian (2002:259), pengawasan dilakukan bertujuan untuk
mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atauu rencana, sehingga berbagai
kegiatan atau rencana sehingga berbagai kegaitan operasional yang sedang
berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan

tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin.

Menurut KBBI (2007), pencegahan adalah proses, cara, tindakan, menahan

agar sesuatu tidak terjadi.
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Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa .Salah satu
fungsi pengawasan ialah untuk mencegah terjadinya penyimpangan,
penyelewengan, kelalaian, kelemahan dan tidak terjadi kerugian yang

diinginkan.Pencegahan dilakukan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis dapat melilai bahwa Tindakan
pencegahan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal dikarenakan
masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat yang dilarang.pencegahan
penyimpangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan belum dapat dilaksanakan
dengan baik yang dimana haltersebut dikarenakan patroli yang dilakukan tidak
rutin yang disebabkan oleh luas wiayah tidak sebanding dengan jumlah personil
dan jarak antara Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan lokasi sangat jauh.
Kemudian berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2011 tentang standar Operasional
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, patroli yang dilakukan tidak sesuai dengan
prosedur.Penegahan yang dilakukan juga belum optimal hal tersebut juga dapat

dari masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat yang dilarang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun bentuk-bentuk Patroli

dapat dilaksanakan yaitu sebagai berikut yaitu:

1. Patroli pengawasan yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan suatu

daerah terntentu dalam jangka waktu 24 jam.

2. Patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat refresif.
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Dari peraturan diatas tersebut dapat diketahui  bahwa pencegahan
penyimpangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan belum dapat dilaksanakan
dengan baik. Hal tersebut dikarenakan Patroli yang dilakukan oleh satuan polisi
Pamong praja tidakdengan Permendagri 54 Tahun 2011 tentang standar

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam kenyataannya terbatasnya lapak pedagang dan bertambahnya jumlah
pedagang namun tidak didukung dengan pasar yang memadai sehingga masyarakat
akan tetap berjualan pada tempat yang dilarang setelah dilakukan penertiban
sehingga pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamog Praja akan sia-sia.
Maka diperlukan koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan perbaikan pasar

maupun pembangunan pasar yang baru.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang telah diperoleh pada
tanggal 03 Agustus 2021 dengan Bapal Syahrizal Ginting, S.E selaku Kepala Seksi
Penataan menyatakan bahwa Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pasar
tradisional Pangkalan Brandan ialah adanya pedagang yang berjualan di sekitaran
pasar seperti di badan jalan dan trotoar jalan. Adapun penyebab terjadinya
penyimpangan ialah disebabkan oleh ketidaktahuan pedagang tentang Peraturan
perundang undangan dan Perda.Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat
Satuan Polisi Pamong Praja ialah melakukan patroli disekitaran pasar utuk
melakukan penertiban secara paksa dan memberikan sanksi apabila pedagang tidak
mau memindahkan dagangannya. Adapun mekanisme didalam memberikan sanksi
ialah dengan teguran tertulis sebanyak tiga kali kemudian jika tetap diabaikan maka

akan dilakukan penyitaan barang dagangan.
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Perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sudah baik, karena
sudah mengikuti aturan sesuai prosedur.Perencanaan yang dilakukakan oleh satuan
polisi Pamogng Praja dengan mempersiapkan anggota, Koordinasi dengan instansi
terkait, dan menentukan jadwal kegiatan.Koordinasi yang dilakukan oleh instansi
terkati maupun pihak keamaan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak
diinginkan seperti adanya tindakan anarkisme.Perencanaan yang dilakukan oleh

Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilaksanakan namun tujuan belum dapat tercapai.

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilakukan
namun belum optimal dan tujuan belum tercapai yang dimana hal tersebut
dikarenakan oleh Kketidak tegasan daripada pihak Satuan Polisi Pamong
Praja.Adapun tindakan yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja ialah
dengan melakukan sosialisasi, tindakan non yustisial dan memberikan sanksi.
Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dikatakan belum optimal
juga dapat dilihat dari masih banyaknya pedagang yang berjualan di tempat yang

sudah dilarang di dalam Perda.

Penilaian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik yang
dimana Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penilaian atau perbandingan
antara yang seharusnya dengan kenyataan dilapangan. Sehingga nantinya akan
dilakukan tindakan agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Adapun cara yang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
menyatakan bahwa Pasar tradisional dan ketertiban umum telah telah sesuai atau
tidak dengan yang seharusnya yaitu dengan mengacu pada Perda tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
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Didalam proses pengawasan sudah melakukan penialaian namun langkah
Klarifikasi dan koreksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum
dilakukan dengan optimal yang dimana Satuan Polisi pamong Praja telah
melakukan tetapi hanya melakukan sosialisasi dan mendengarkan keluhan
masyarakat namun belum melakukan perbaikan eksternal maupun internal untuk

menambah jumlah personil yang memadai.

Langkah pencegahan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja belum
optimal dikarenakan pencegahan penyimpangan yang dilakukan sesuai dengan
peraturan belum dapat dilaksanakan dengan baik.hal tersebut patroli yang
dilakukan tidak rutin. dikarenakan luas wilayah tidak sebanding dengan jumlah
personil dan jarak antara Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan lokasi sangat
jauh. Kemudian berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2011 tentang standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, patroli yang dilakukan tidak

sesuai dengan prosedur.

Pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum terdapat permasalahan adanya pedagang yang berjualan disekitar
Pasar Pangkalan Brandan tepatnya pada bagian jalan dan trotoar jalan. Dengan
adanya Peraturan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong
Praja melakukan pengawasan Pedagang agar terwujudnya Penataan Pasar dan
menciptakan ketertiban umum di Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat.
Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan namun

belum optimal.
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Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dengan cara melakukan
tindakan penertiban yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan non yustisial
seperti teguran lisan dan teguran tertulis, penertiban dan patroli. Pada saat Satuan
Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terdapat beberapa faktor kendala
seperti kurangnya Pemahaman masyarakat tentang Perda karena kurangnya
sosialisasi, pada saat melakukan patroli aparat selalu kewalahan karena kurangnya

personil dalam melakukan pencegahan dan penertiban.

Strategi pengawasan langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataaan
Pasar tradisional di Pangkalan Brandan ialah dengan cara melakukan perencanaan
terelebih dahulu dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian maupun
instansi terkait lalu menyiapkan personil yang terlibat untuk turun ke lapangan.
Kemudian melakukan tindakan penertiban dengan cara melakukan sosialisasi
tentang Perda, memberikan teguran tertulis dan sanksi jika teguran tertulis
diabaikan. Kemudian Menngadakan penilaian terhadap kejadian yang terjadi
dilapangan dengan membandingkan dengan Perda terkait. Selanjutnya melakukan
langkah koreksi dan kalrifikasi dengan cara menambah jumlah personil dan
melakukan koordinasi dengan Disperindag untuk melakukan revitalisasi pasar
maupun membangun pasar yang baru. Adapun pencegahan yang dilakukan Satuan
Polisi Pamong Praja ialah dengan cara patroli ke tempat dimana terjadinya

pelanggaran.
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BAB V

PENUTUP

51  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan

yaitu:

1. Perencanaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan menyiapkan
personil dan alat kelengkapan kemudian melakukan koordinasi dengan
instansi terkait yang tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak

diinginkan seperti adanya tindakan anarkisme pedagang.

2. Tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan
langsung ialah dengan melakukan sosialisasi, teguran tertulis dan

memberikan sanksi terhadap pedagang yang melanggar aturan Perda.

3. Penilaian yang dilakukan Satugan Polisi Pamong Praja ialah dengan cara
membandingkan kenyataan dengan yang seharusnya berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Langkat tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

4. Langkah klarifikasi dan koreksi yang dilakukan ialah dengan mendengarkan
keluhan masyarakat yang ditujukan untuk melakukan upaya koreksi atau
perbaikan. Adapun Perbaikan secara internal yang dilakukan Satuan Polisi
Pamong Praja ialah dengan melakukan penambahan personil namun belum

cukup. Untuk perbaikan eksternal ialah hanya sebatas koordinasi dengan
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disperindag yang kemudian akan ditindaklanjuti untuk menyediakan lapak

pedagang.

5. Upaya pencegahan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah dengan
cara patroli. Pencegahann yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ialah
untuk mencegah terjadinya penyimpangan.Patroli yang dilakukan Satuan

Polisi Pamong Praja belum sesuai dengan prosedur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka dapat penulis
memberikan beberapa saran terhadap Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi

Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan.

1. Pemerintah diharapkan agar lebih meningkatkan sosialisasi Perda kepada
pedagang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk menciptakan

ketertiban umum agar tujuan Penataan Pasar tercapai.

2. Pemerintah diharapkan agar lebih tegas terhadap pelanggaran Perda kepada

pedagang maupun masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum.

3. Pemerintah harus lebih meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dalam
menangani masalah penataan pasar agar tidak maraknya pedagang yang

berjualan di tempat yang sudah dilarang dengan membangun pasar baru.
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DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL SKRIPSI : STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL
DI PANGKALAN BRANDAN

Nama Narasumber

Umur

Jabatan

Daftar Pertanyaan

a. Adanya perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari
pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satpol PP

Bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh satpol PP dalam
pengawasan penataan pasar tradisional ?

Bagaimana standar pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja ?

Bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pengawasan penataan
pasar tradisinal yang dilakukan oleh Satpol PP ?

Bagaimana cara yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan
pedagang yang berjualan disembarang tempat dalam penataan pasar
tradisional ?

b. Adanya tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari
pengawasan langsung yang dilakukan oleh Satpol PP
L.

Apa tindakan satpol PP dalam melakukan pengawasan penataan pasar
tradisional ?

Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh satpol PP dalam menghadapi
pasar tradisional yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan ?
Kendala apa saja yang dihadapi Satpol PP ketika turun langsung ke
Lapangan ? '

Bagaimana cara Satpol PP dalam mengatasi kendala didalam
pengawasan penataan pasar tradisional ?

¢. Adanya penilaian terhadap objek yang diawasi

2

Hal-hal apa saja yang menjadi objek pengawasan dalam penataan pasar
tradisional ?

2. Bagaimana penilaian yang terjadi sekarang dengan standar yang telah

ditetapkan ?



3.

4.

Bagaimana cara Satpol PP untuk menyatakan bahwa pasar tradisional
telah memenuhi standar ?

Apakah pelaksanaan penilaian terhadap pasar tradisional telah
terlaksana dengan baik ?

d. Adanya langkah Klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang
dilakukan secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja

1.

2

4.

Apakah satpol PP telah melakukan koreksi terhadap penyimpangan
kesalahan yang dilakukan oleh pedagang di pasar tradisional ?
Bagaimana perbaikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja dalam pengawasan penataan pasar tradisional ?

Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pedagang yang melanggar
aturan di pasar tradisional ?

Apakah sanksi yang diberikan kepada pedagang yang tidak mematuhi
aturan telah memberikan perubahan yang positif ?

e. Adanya upaya pencegahan terjadinya penyimpangan yang dilakukan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja ?

1.

%

Penyimpangan-penyimpangan apa saja yang sering terjadi di pasar
tradisional ?

Apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh
pedagang pada pasar tradisional ?

. Bagaimana upaya Satpol PP dalam mencegah terjadinya

penyimpangan yang dilakukan oleh para pedagang ?
Bagaimana mekanisme pemberian sanksi yang dilakukan Satpol PP
kepada pedagang di pasar tradisional ?
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NPM. AFORMORO3S ccivusiiizes e
Jurusan XMM..A‘?(W'“’“G{?W‘;.' ..............................................................
Tabungan sks . \%l 0. sks. 1P xumulatif 3,34

Mcngajukzm permohonan pem. najuan judul skripsi

f :_ ":(_ 3 L 2 ',;;h‘“ H\':“}'/":v- t_»:».»;. bR b erﬁav AT Od s
N ﬁ\m e Juduh ln‘ diusulkan : R Pe)setu‘]uggé}

Strate Qevt au)acau Lavqeuunq Satuan Polisi Pac«w
! Oq‘a(au» 8ma£aam Pascar T?admonaj\ Pa,ug 9
Q,»rauo(aw»
' ka,éaw— as At~ Melalui nouasi  Celagaac.
2 S(LQU Q)(dowj a%z,y;g,g%éﬂ 4 WO{U uftaw—ol: Kautor
| Wecamatous Bara{
' s ?b(dfcmuaw \Orjﬁmw Pungyoinb Mgpun (| Miet Becbas 1Y
- [Yomberda ﬁ» %mt Vopuasi glow. Uk
Kabupat T W [ = .

Bersama permohonan Bl saya iamperkan -

1. Tanda bukti lunas beban SPP tlu. an:
2. Daftar Kemajuan Akademik » hln SO ul K AN vang dikeluarkan oleh Dekan,
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Preposali™)
~ Demikianlah permohonan Saya. #tas pemeriksasn dan persetujuan BapakiIbu, Saya ucapkan
terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgi. Q-ZQMW' 202

Pemohg

By | —— Pratelte



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

u M s U Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Unggui| curdas| TEPEEm Website : http:/iwww.umsu.ac.id  E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila men@awab surat in apar disebutkan
namor dan langgainya

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 274/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor:
975/SK/11.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan
Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 23 Pebruari 2021
dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : TEDISYAH

NPM .2 1703100035

Program Studi : Hlmu Administrasi Publik

Semester : VI (Tujubh) Tahun Akademik 2020/2021

Judul Skripsi : STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALLAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI
PANGEKALAN BRANDAN

Pembimbing : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan
sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor:
975/SK/11.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.

2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 055.17.0310 tahun
2021.

3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak
selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 23 Pebruari 2022.

Ditetapkan di Medan,

Medan, 13 Rajab 1442 H
25 Pebruari 2021 M

T ,‘;Z,-" =)
~ -J H., S.Sos., MSP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANG 1
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS iLMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

-3 Mcdian 20238 Telp. (061) 6624387 - (061) 6310450 Ext. 200-201 Fay {061) 6525474
EIM S U Jalan Kapten Muchtar B“I:l":::llt \ ;,.,-ﬂm.um:u.l:}d E-mail . reklorE umsu.ac fd

Fra rery smat tur i pyar prpatieas an
e o Qe barmgOraarm &

Sk-3
PERMOIIONAN
SEMINAR PROI'OSAL SKRIPSI
Kepada Yth. Medan, 25, --Mﬁ:@f....zezj_
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.
Assalamu alailam wr, wh.

Dengan hormat, saya yang bertanda wngan di buwah ini mahasiswa Fakultas 11y Sosial dan
llmu Politik UMSU :

Nama lengkap : -E‘DBYAH ..................................................................

NPM  Mohoeo3s T

mengajuken permchonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surac
» Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nmnor..2'.7.4..JSK..‘]]-JI'UMSU-OB!’F:'ZOQL tanggal
Tt e dengun judul sebagai berikut -
STRATEY PENEAWASAN [ ANKCSUM 6 SATUAN poLlst Ppaga
PALAN. FoolATANSL . PASAL TTRADISIONAL Ot PANERALAN
CBRAMOAM '

L L R

Bersaima permohonan ini saya laropirkan :

Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);

Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);

DKAM yang telah disahkan;

Karty Hasil Studi Scmester 1 s/d terakhir ASLI;

Tanda Bukii Lunas Beban SPP tahap heijalan;

Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;

Propsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
Seinua berkas dimasukan ke dalam MAP warna BIRU
Demikianlah permohcnan
ucapkan terima kasih. Wassalam,

NN BR W=

saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya

V4|
Menwve™iui - o~
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No, 2 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http:!iwww.umsu.ac.id  E-mail : rektor@umsu.ac.ia

UMSU

Unggul | Cardus| TerRertive

Bia manjawab surslini ager disebutkan
nomee can targgalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : TNeDISYAH

NPM = 103100035

J vistrasi PupiF e
Judul Scipsi ‘%aﬁéﬁ PerlLAWAS AN LANOSUNG SATUAN Polls! pAMGN
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SKIBAN-PT/Akred/PT/IlI2019
U M s U Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Unggul | cerdas | TerPercaya & https:/ffisip.umsu.ac.id  * fisip@umsu.ac.id Humsumedan [ umsumedan Eumsumedan  @umsumedan

Bila menjawab surat Ini agar di
nomar dan tanggalnya

Nomor 78|/KET/Il-3-AUﬂJMSU-O3;’Ff202'I Medan, 26 Dzulgaidah 1442 H
Lampiran : -.- 07 Juhi 2021 M
Hal - Mohon Diberikan izin

Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Bappeda Kabupaten Langkat
di-

Tempat.
Bissmillahirahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal’afiat serta sukses dalam menjalankan
segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu
{S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami

Nama Mahasiswa : TEDISYAH

NPM - 1703100035

Program Studi : llmu Administrasi Publik

Semester - VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021

Judul Skripsi : STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI
PANGKALAN BRANDAN

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu “alaikum wr. whb.

Cc ; File.



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
w» BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. T. Amir Hamzah No. 1. Stabat Kode Pos : 20814
Telp./Fax : 061 - 8910488 Email : bappedalangkat@gmail.com
Website : http:/bappeda.langkatkab.go.id

SURAT REKOMENDASI/IZIN PENELITIAN
No. : 070- Hy /BPP-LKT/2021
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, setelah membaca dan
memperhatikan surat dari Universitas Muhammadiya Sumatera Utara nomor: 781/KET/IL.3-
AU/UMSU-03/F/2021 tanggal 17 Juli 2021 tentang Rekomendasi/Izin Penelitian dan setelah
membaca/memperhatikan permohonan tersebut, izin mengadakan Penelitian diberikan kepada :

Nama : TEDISYAH

NIM : 1703100035

Alamat : JI. Pangkalan Susu Kel. Pangkalan Batu Kec. Berandan Barat

Pekerjaan : Mahasiswa

Judul Penelitian  "Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong
Praja Dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan
Brandan”

Daerah Penelitian : Kabupaten Langkat

Tempat Penelitian ~ : SATPOL PP Kab. Langkat

Lamanya . 1 (satu) bulan

Pengikut/peserta . Sendiri

Penanggung Jawab : Dekan Fak. Ilmu Sosial dan IImu Politik UMSU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan
kedatangannya kepada Ka. Satpol PP Kab. Langkat.

2. Mentaati ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku di Kabupaten Langkat.

3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan

lisan/tulisan maupun lukisan yang dapat melukai atau menyinggung perasaan atau

menghina Agama, Bangsa dan Negara.

Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar kegiatan Penelitian.

Sesudah Penelitian berakhir sebelum meninggalkan Daerah setempat diwajibkan melapor

kepada Ka. Satpol Satpol PP Kabupaten Langkat.

6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Penelitian, agar melaporkan hasilnya kepada
Bupati Langkat ¢/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Langkat di Stabat.

7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang
surat ini tidak memenuhi ketentuan di atas.

o1 p

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya dan kepada yang bersangkutan supaya dapat diberi bantuan yang berhubungan
dengan Penelitian yang dilaksanakan.

Bersedia memenuhi ketentuan butir 1 s/d 7.

Dikeluarkan di : Stabat

Pada Tanggal : D2 Agustus 2021
Pemegang Izin Penelitian @AEPEDA KABUPATEN LANGKAT
‘\“ G/, Sekretgris,
&
&
w
o

TEDISYAH *

Tembusan !
1, Sar. Dekan Fak. Iimu Sosial dan Iimu Politik UMSU di Tempat;
2. Sdr. Ka. SATPOL PP Kab. Langkat di Tempat;
3. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

"'.'4,4 2y Jalan Kartini No. 1 Telp. (061) 8911920
Suwev LANGKES | ¥ STABAT
Email:satpolpplangkat@gmail.com

Stabat, 7 September 2021

Nomor : 1043 /POL-PP/2021 Kepada Yth :
Sifat :- : Dekan Falkutas IImu Sosial
Lampiran : 1 (satu ) berkas dan Ilmu Politik
Perihal : Pemberitahuan Penelitian di—
Tempat

Berdasarkan surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 070-244 /
BPP-LKT / 2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Surat Rekomendasi /Izin
penelitian yang di ajukan kepada kami oleh Mahasiswa Bapak atas nama:

Nama : TEDISYAH
NIM : 1703100035
Alamat : J1. Panghkalan Susu Kel. Pangkalan Batu Kec. Berandan Barat
Pekerjaan : Mahasiswa

Judul Penelitian : Strategi pengawasan langsung Satpol PP dalam penataan pasar
tradisional di Pangkalan Berandan

Telah kami setujui melaksanakan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten langkat.
Demikian surat ini disampaikan untuk kerjasamanya diucapkan , terima kasih




PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kartini No. 1 Telp. (061) 8911920
STABAT
Email:satpolpplangkat@gmail.com

/L’A

J A
{ MABURATEN LANGRR |

SURAT KETERANGAN
Nomor : |oY2 /POL-PP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAMEKA PUTRA SINGARIMBUN , S.STP
NIP : 19830602 200312 1 001
Jabatan ' : Pit . SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Meneranékan Bahwa :

Nama : TEDISYAH

NPM : 1703100035

Program Studi : ILMU ADMINSTRASI PUBLIK
Fakultas : ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK

Telah menyelesaikan tugas penelitian di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Langkat Selama 1 (satu) bulan mulai dari 02 agustus 2021 s/d 02 September 2021 .

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya .

Stabat, 9 September 2021




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

UPT PERPUSTAKAAN
uusu Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 ~Ext. 113 Medan 20238
e Website : http://perpustakaan.umsu ac.id Email : perpustakaan(@umsu.ac.id

Bila menfawab surat i, agar disebutk
nomor dan langgalnya.

SURAT KETERANGAN
Nomor :1644/KET/I1.3-AU/UMSU-P/M/2021

R S
Yo -'-4'“'

Berdasarkan hasil pemcrlksaan data pada Slstem Perpusmkaan maka Kepala Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Perpustakaan Umversxeas Muhammadnyah Sumatem Utara dengan ini menerangkan :

Nama iy -Tedlsyah

NPM ;s 1703100035 ; _
Fakultas  :Hmu Soslal dan lmu Politik
Jurusan ¢ Ilmu Admmistusi Publik ;

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. : :
Demikian surat keterangan ini deerbus( untuk dapat d!pergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 06 Shafar 1443 H.
l3 September 2021 M

Muhammad Arifin, S.Pd, M,Pd
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Data Pribadi

Nama

Tempat, Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Agama

Kebangsaan

Alamat

No. Telp/Hp

Nama Orang Tua

Ayah
Ibu

Alamat

Pendidikan Formal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: Tedisyah

: Pangkalan Batu, 25 Mei 1998
- Laki-laki

> Islam

- Indonesia

. JI. Mustafa Gg. VIII, Kec. Medan Timur, Kota

Medan

: 082272722596

: Faisal Guci
: Rahmah

- JI. Pkl. Susu, Kel. Pangkalan Batu, Kec. Brandan

Barat, Kab. Langkat

1. Tahun 2006-2011 : SDN 050762 Pangkalan Batu Kab. Langkat

2. Tahun 2011-2014 : SMP N 3 Babalan Pangkalan Brandan Kab. Langkat

3. Tahun 2014-2017 : SMA N 1 Brandan Barat Kab. Langkat

4. Tahun 2017-2021 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



